
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak 

Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Norn or 381 7); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

Mengingat 1. Undang-Undang Norn or 3 Tahun 1982 ten tang 

Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3214); 

2. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1999 ten tang 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Ketentuan Umum Distribusi Barang; 

Menimbang 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22/M-DAG/PER/3/2016 
TENT ANG 

KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 



08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan; 

Nomor Perdagangan Menteri 12. Peraturan 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara; 

11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 ten tang 
Kementerian Perdagangan; 

ten tang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan 

Menteri Ka bin et Kerja Peri ode Tahun 
2014 - 2019; 

9. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 
2015 ten tang Penggantian Beberapa Menteri 
Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 

2014-2019; 

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 

ten tang Waralaba (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4742); 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 

Nomor Indonesia Republik Negara Lembaran 
4916); 

6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
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kompensasi. 
4. Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di bidang 

Perdagangan berupa izin usaha, izin khusus, 
pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan. 

5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan 
warga negara Indonesia a tau badan usaha 
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang melakukan kegiatan usaha di bidang 
perdagangan. 

6. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang 
menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam 
negeri. 

negara 
Barang 
a tau 

dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di 
negeri dan melampaui batas wilayah 
dengan tujuan pengalihan hak atas 
dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud 

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 
bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat 
dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, 
digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau 
pelaku usaha. 

2. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara 
langsung atau tidak langsung kepada konsumen. 

3. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait 
dalam 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

TENT ANG 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 

KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG. 
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Menetapkan 


























